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Penelitian itu dilatar belakangi oleh meningkatnya penyaluran Kredit Usaha
Rakyat oleh perbankan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun Kredit Usaha
Rakyat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam
praktiknya tidak sedikit debitur yang melakukan kredit macet atau kredit
bermasalah, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran maupun tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut
menimbulkan risiko kerugian bagi bank, sehingga diperlukan mekanisme
penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya
Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur
pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri
Kantor Cabang Tulungagung? (2) Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian
wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung
ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999? Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penyelesaian wanprestasi Kredit
Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung serta menilai
kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
Yuridis-empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi.

Hasil penelitian (1) Penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada
Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung dilakukan secara persuasif dan
bertahap, dimulai dari penagihan melalui komunikasi langsung kepada debitur,
pemberian surat peringatan secara bertahap hingga somasi, sebelum akhirnya
dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur tetap tidak
memenuhi kewajibannya. (2) Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42
Tahun 1999, penyelesaian wanprestasi tersebut pada prinsipnya telah sesuai.
Penerapan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan bahwa meskipun sertifikat
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jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya Bank Mandiri
tetap menempuh jalur pengadilan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk
memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 29, eksekusi jaminan dilakukan
melalui pelelangan apabila debitur cidera janji. Selanjutnya, sesuai Pasal 36,
pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan
bank dikenakan sanksi pidana, yang dalam praktik di Bank Mandiri diperlakukan
sebagai tindak penggelapan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian.
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ABSTRACT
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The research is based on the increasing distribution of People's Business
Loans by banks as a form of government support for the development of Micro,
Small, and Medium Enterprises. Although People's Business Credit plays an
important role in encouraging economic growth, in practice not a few debtors make
bad loans or non-performing loans, either in the form of late installment payments
or not fulfilling obligations as promised. This condition poses a risk of loss for
banks, so a default settlement mechanism is needed in accordance with the
provisions of the law, especially the Fiduciary Law No. 42 of 1999 concerning
Fiduciary Guarantees.

The problems in this study are (1) What is the procedure for settling the
default of People's Business Loans at Bank Mandiri Tulungagung Branch Office?
(2) What is the procedure for the implementation of the settlement of the default of
People's Business Credit at Bank Mandiri Tulungagung Branch Office reviewed
from the Fiduciary Law Number 42 of 19997 The purpose of this study is to analyze
the procedure for settling the default of People's Business Loans at Bank Mandiri
Tulungagung Branch Office and assess its conformity with the provisions of the
Fiduciary Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

This study uses qualitative research with a Juridi-empirical approach.
Research data was obtained through interviews, observations, and documentation.

The results of the study (1) The settlement of the default of People's Business Credit
at Bank Mandiri Tulungagung Branch Office is carried out persuasively and
gradually, starting from collection through direct communication to the debtor, the
provision of warning letters in stages to summons, before finally an auction is
carried out on the object of fiduciary guarantee if the debtor still does not fulfill his
obligations. (2) Judging from the Fiduciary Law No. 42 of 1999, the settlement of
the default is in principle appropriate. The application of Article 15 paragraph (2)
and paragraph (3) shows that even though the fiduciary guarantee certificate has
executory power, in practice Bank Mandiri still takes the court route as a form of
prudence and to obtain legal certainty. Furthermore, in accordance with Article 36,
the transfer, mortgage, or rental of fiduciary collateral objects without the bank's
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approval is subject to criminal sanctions, which in practice at Bank Mandiri is
treated as an act of embezzlement and reported to the police.
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